
a. bahwa melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2022 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2021, perlu 
menetapkan Peraturan Wali Kota Baubau tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kata Baubau Tahun Anggaran 2021 sebagai 
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2021. 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2G 19 
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6409); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan 
Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Pepublik 
Indonesia Nomor 4120); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lem baran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan / atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi U ndang- 
U ndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355)~ sebagaimana telah diubah beberapa kali terahir 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6516); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2022 tentang Perubahan Kedua at.as Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6801); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
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Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

10. Undang-Undang Nomor l Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pernerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Petimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ten tang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah 
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4693); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

' 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 ten tang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 
pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2013 Nomor 1425); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

25. Peraturan Daerah Kata Baubau Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 3); 

19. 

18. 

1 ..., 
~ I . Peraturan Pemerintah Nornor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6279); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6322); 



Rp. 642.256.183. 717,00 

Rp. 383.569 .680.389 ,00 

Rp. 248.717 .111.185,00 

Rp. 2.448.105.763;00 

Rp. 0,00 

Rp. 7.326.161.380,00 

Rp. 195.125.000,00 

Rp. 0,00 
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95.566.805.178,00 

727. 998. 731.640,00 

36.835.111.691,00 

860. 400 .648. 509, 00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Dana Perimbangan 
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 

J umlah Pendapatan 

2. Belanja 
a. Belanja Operasi 

1 . Belanja Pegawai 

2. Belanja Barang dan Jasa 

3. Belanja Bu nga 
4. Belanja subsidi 

5. Belanja Hibah 
6. Belanja Bantuan Sosial 

7. Belanja Bantuan Keuangan 

Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 sebagai beriku t: 
1. Pendapatan 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALI KOTA BAVBAU TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 
ANGGARAN 2021. 

4t Menetapkan : 

26. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bau bau 
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor SJ; 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Baubau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah 
Kota Baubau Tahun 2021 Nomor 2); 

27. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2021 
Nomor 5); 

28. Peraturan W ali Kota Baubau Nomor 82 Tahun 202 l ten tang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Baubau Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Baubau 
Tahun 2021 Nomor 82). 



Pasal 4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran lI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Wali Kota ini. 

Pasal 3 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran l yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan W ali Kota ini. 

Pasal 2 

b. Belanja Modal Rp. 171.003.696.598,00 

1. Belanja Modal Tanah Rp. 17.069.468.440,00 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 41.765.731.017,00 

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 46. 7 58.146.190 ,00 
4. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 57 .270.650.725,00 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 8.139. 700.226,00 

c. Belanja Tak Terduga Rp. 19.583.074.212,00 

1. Belanja Tak Terduga Rp. 19.583.074.212,00 

Jumlah Belanja Rp. 832.842.954.527 ,00 

Surplus/(defisit) Rp. 27.557.693.982,00 

3. Pembiayaan e a. Penerimaan Rp. 76. 751. 703. 757 ,00 

b. Pengeluaran Rp. 3.264.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. 73.487.703.757,00 

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp. 101.045.397. 739,00 
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RON MUHTAR 
BE TA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2022 NOMOR 147 

~ Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, 2 Agustus 2022 

Ditetapkan di Baubau 
pada tanggal, 2 Agustus 2022 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Rancangan 
Pera tu ran W ali Kota ini, dengan penempatannya dalam Lernbaran Daerah Kota 
Baubau. 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 


